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ABSTRACT 

Problem/Background (GAP) : Population growth and increasing economic activity have led 

to a significant rise in waste generation in Parepare City, with an average of 79.33 tons of 

waste produced daily. This situation is worsened by the low level of public awareness and 

limited waste management infrastructure, resulting in complex environmental challenge. 

Purpose: This research aims to know and analyze the multi-stakeholder collaboration of 

waste management in Parepare City South Sulawesi Province based on the collaborative 

governance theory by Ansell and Gash. In this context, collaboration among various 

stakeholders becomes essential. This study applies the theory of collaborative governance 

developed by Ansell and Gash, which emphasizes formal, consensus-oriented collective 

decision-making between public and non-public actors. Methods: This research uses a 

qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, in-

depth interviews, and documentation from various parties such as the Environmental Agency, 

and community groups in Parepare City. Data analysis was conducted interactively through 

data reduction, data display, and conclusion drawing. Result: The findings show that multi-

stakeholder collaboration in Parepare City has begun to take shape, particularly in waste 

collection, transportation, and community education activities. However, several challenges 

remain, such as suboptimal coordination between stakeholders, limited funding, and 

inconsistent community participation. Efforts to address these issues include strengthening 

the government's role as a facilitator, improving human resource capacity, and engaging 

local communities in planning and implementing waste management initiatives. Conclusion: 

This study recommends strengthening collaborative institutional structures, increasing 

environmental literacy among citizens, and optimizing the role of the private sector in 

supporting sustainable waste management. Effective collaboration is expected to serve as a 

strategic solution to realize a clean and environmentally competitive Parepare City. 
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ABSTRAK 

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang 

meningkat telah menyebabkan timbulan sampah di Kota Parepare semakin tinggi, mencapai 

rata-rata 79,33 ton per hari. Hal ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan 

keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, sehingga menimbulkan persoalan lingkungan 

yang kompleks. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

kolaborasi multi-stakeholder dalam pengelolaan sampah di Kota Parepare menggunakan teori 

collaborative governance dari Ansell dan Gash. Dalam konteks tersebut, kolaborasi antara 

berbagai pemangku kepentingan menjadi krusial. Metode: Penelitian ini menggunakan teori 

collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash, yang menekankan 

pentingnya pengambilan keputusan secara kolektif antara aktor publik dan non-publik secara 

formal dan berorientasi pada konsensus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi dari berbagai pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup serta komunitas 

masyarakat di Kota Parepare. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kolaborasi multi-stakeholder di Kota Parepare sudah mulai terbentuk, 

khususnya dalam kegiatan pengangkutan, pengumpulan, dan edukasi masyarakat. Namun, 

masih terdapat berbagai hambatan, seperti koordinasi antar pihak yang belum optimal, 

keterbatasan dana, serta peran aktif masyarakat yang belum konsisten. Upaya yang dilakukan 

untuk mengatasi hambatan ini antara lain adalah penguatan peran fasilitator dari pemerintah, 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pelibatan komunitas lokal dalam 

perencanaan dan implementasi kegiatan pengelolaan sampah. Kesimpulan: Penelitian ini 

merekomendasikan perlunya penguatan struktur kelembagaan kolaboratif, peningkatan 

literasi lingkungan di masyarakat, serta optimalisasi peran sektor swasta dalam mendukung 

pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Kolaborasi yang efektif diharapkan dapat menjadi 

solusi strategis dalam mewujudkan Kota Parepare yang bersih dan berdaya saing lingkungan. 

Kata Kunci: kolaborasi, multi-stakeholder, pengelolaan sampah, collaborative 

governance. 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai 281.603 juta 

jiwa. Situasi ini membawa dampak baik dan buruk bagi negara. Dampak positifnya termasuk 

munculnya generasi muda yang harus siap untuk bertanggung jawab, berkontribusi, dan 

mengembangkan bangsa, pertumbuhan ekonomi yang pesat, serta ketersediaan tenaga kerja 

produktif. Namun, di sisi lain, jumlah penduduk yang besar juga menimbulkan dampak 

negatif, seperti pertumbuhan populasi yang tinggi, urbanisasi yang cepat, distribusi penduduk 

yang tidak merata, dan meningkatnya volume sampah di Indonesia. 



 

Penanganan sampah telah menjadi isu permasalahan lingkungan yang dialami 

berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia yang kini menempati urutan ke-8 sebagai 

negara penghasil sampah plastik terbanyak. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan 

Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) per 24 

Juli 2024 hasil input dari 290 kab/kota se Indonesia menyebutkan jumlah timbulan sampah 

nasional mencapai angka 38,7 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut 62,23% 

atau 24,1 juta ton dapat terkelola, sedangkan sisanya 37,77% atau 14,6 juta ton sampah tidak 

terkelola (SIPSN, 2023). Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan populasi yang pesat, 

urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Untuk menangani dampak yang lebih 

luas, diperlukan pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan, baik 

dalam pengurangan maupun penanganan sampah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan ini, tanggung jawab pengelolaan 

sampah tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga kepada sumber sampah, 

termasuk rumah tangga, masyarakat, dan sektor swasta. 

Kota Parepare, yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, menghadapi berbagai 

tantangan, salah satunya adalah masalah lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan 

sampah. Isu ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat, 

infrastruktur dan belum adanya sanksi yang tegas. Berdasarkan data dari Sistem Informasi 

Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kota Parepare menghasilkan sekitar 79.33 ton 

sampah setiap hari, sehingga diperlukan pengelolaan yang berkelanjutan. Kepadatan 

penduduk yang terus meningkat berpotensi menimbulkan sampah baru yang terus ikut 

bertambah. Ditambah lagi dengan fakta bahwa Kota Parepare  yang menghubungkan jalur 

lalu lintas transportasi dan perdagangan laut antara Jawa, Makassar, Kalimantan Timur, dan 

Kepulauan Maluku di bagian utara Nusantara. Kota Parepare diproyeksikan menjadi pusat 

niaga baru untuk mengurangi beban Kota Makassar dan untuk mendukung pertumbuhan 

Parepare sebagai kota niaga. Hal tersebut menjadi salah satu sumber sampah di Kota Parepare 

dikarenakan tiap kapal yang bersandar di Pelabuhan Nusantara akan membawa sampah yang 

jumlahnya tidak sedikit. 

Upaya penanganan sampah di Kota Parepare saat ini masih menghadapi banyak 

tantangan. Kebijakan dan regulasi yang ada sering kali kurang efektif dan belum diimbangi 

dengan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengurangan, daur ulang, dan 

pengelolaan sampah yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi berbagai strategi dan praktik penanganan sampah yang diterapkan, baik di 

tingkat pemerintah, masyarakat, khusunya di Kota Parepare. 

1.2   Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian) 

Skripsi ini berangkat dari adanya kesenjangan antara kondisi ideal pengelolaan 

sampah dengan realitas yang terjadi di Kota Parepare. Pertumbuhan penduduk dan 

peningkatan aktivitas ekonomi di kota tersebut telah mengakibatkan peningkatan yang 

signifikan dalam timbulan sampah setiap harinya. Situasi ini diperparah oleh beberapa faktor, 

antara lain tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait pentingnya pengelolaan 

sampah yang baik dan benar, serta keterbatasan infrastruktur yang tersedia untuk menampung 

dan mengolah sampah tersebut. Akibatnya, Kota Parepare menghadapi berbagai 

permasalahan lingkungan yang kompleks. Meskipun Pemerintah Kota Parepare telah 

mengeluarkan berbagai aturan dan regulasi terkait pengelolaan sampah, implementasinya di 

lapangan masih belum optimal. Terdapat gap antara kebijakan yang ada dengan kesadaran 

dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengurangi, mendaur ulang, dan mengelola sampah. 



 

Selain itu, kolaborasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan, seperti 

pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, yang seharusnya 

menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah, masih menghadapi berbagai tantangan dan 

belum terwujud secara maksimal. 

Penelantaran sampah berpotensi memicu bencana lingkungan, masalah kesehatan, 

kerugian finansial, serta membengkakkan anggaran untuk pemulihan. Sampah yang tidak 

tertangani dan menumpuk dapat meningkatkan risiko penularan penyakit, menjadi tempat 

berkembang biaknya hama, mencemari udara, air, dan tanah, serta memberikan dampak 

psikologis negatif bagi masyarakat di sekitarnya. Sebaliknya, pengelolaan sampah yang baik 

dapat menghasilkan nilai ekonomi, mendukung industri kreatif, menyediakan sumber pupuk, 

menciptakan lingkungan yang indah dan lestari, serta menjaga kesehatan masyarakat. 

Namun, pengelolaan dan penanganan sampah masih kurang mendapat perhatian yang 

memadai. Beberapa masalah yang muncul antara lain adalah belum adanya sistem 

pengelolaan sampah yang terintegrasi dan terpadu di semua tingkatan pemerintahan, baik 

pusat dan daerah, antar pemerintah daerah, maupun antar instansi dan masyarakat 

 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut 

dengan menganalisis secara mendalam bagaimana kolaborasi multi-stakeholder terjadi dalam 

pengelolaan sampah di Kota Parepare, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kolaborasi tersebut. Dengan memahami 

dinamika kolaborasi ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang tepat untuk 

meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Parepare dan mewujudkan lingkungan 

yang lebih bersih dan berkelanjutan. 

 

1.3 Penelitian Terdahulu 

  Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu baik dalam konteks 

kolaborasi pengelolaan sampah maupun konteks mengelola sampah perkotaan. Dalam jurnal 

Idris, I., Herdiana, D., & Mujtahid, I. M. (2022) yang berjudul Collaborative Governance 

Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna 

peneliti menemuan hasil bahwa kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau 

Tiga Barat sudah berlangsung dengan baik, dilihat dari aspek Starting Condition, 

Collaborative Process, Facilitative Leadership, dan Institutional Design. Namun, terdapat 

hambatan dalam proses kolaboratif, terutama terkait faktor finansial, yakni terbatasnya 

alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat. Kemudian 

Harlyandra, Y., & Kafaa, K. A. (2021) juga melakukan penelitian terhadap kolaborasi multi-

stakeholder pada praktik corporate social responsibility dalam penanganan sampah di Desa 

Pengarengan Kabupaten Cirebon dan menemukan bahwa peran berbagai pemangku 

kepentingan dalam penanganan sampah meliputi: PT. CEP sebagai inisiator, enabler, mentor, 

dan pengendali; kelompok Formas PL sebagai pelaksana dan pengendali; Pemerintah Desa 

Pengarengan sebagai regulator dan pengendali; kelompok PESPA sebagai pelaksana; tokoh 

masyarakat sebagai enabler dan pengendali; serta DLH Kabupaten Cirebon sebagai regulator 

sekaligus pelaksana. Namun, kegiatan ini menghadapi tantangan tersendiri, seperti perlunya 

konsistensi di antara para pemangku kepentingan yang terlibat dan kebutuhan akan inovasi 

pengembangan, misalnya dengan memanfaatkan sampah plastik untuk berbagai kerajinan 



 

atau mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Penelitian Cipta, M., & Sitorus, S. R. 

menemukan bahwa partisipasi aktif masyarakat, terutama dalam tahap pemilahan dan daur 

ulang sampah, memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan kolaborasi pengelolaan 

sampah. Faktor-faktor seperti kesadaran lingkungan, insentif, dan dukungan pemerintah lokal 

sangat mempengaruhi tingkat partisipasi. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam jurnalnya 

yakni Collaborative Solid Waste Management in Urban Areas: The Role of Community 

Participation (Cipta, M., & Sitorus, S. R., 2019). Penelitian Sumadiyanto, P. B. H. (2020) 

selanjutnya berkaitan dengan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan melalui system “Perriq 

Bale Langgaq” di Desa Lembar-Lombok Barat. Hasil dari penelitian ini didapatkan berupa 

data densitas sampah, timbulan dan komposisi sampah Dusun Dasan Daye, regulasi dan 

teknologi pengelolaan. Berdasarkan hasil penelitian Dwiyanto (2011) tentang Model 

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dan Penguatan Sinergi Dalam Pengelolaan Sampah 

Perkotaan, penulis menemukan pilot project Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis 

Masyarakat di Sambiroto Semarang, telah berhasil dilaksanakan dengan prinsip 3R (Reduce, 

Reuse, Recycle) melalui proses pemilahan sampah. Model yang diterapkan mampu mereduksi 

volume sampah yang dibuang hingga 70 persen. Adapun dalam Usman (2016), Strategi 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Tarakan Kalimantan Utara, menunjukkan 

bahwa peluang pasar produk daur ulang sangat besar, bahan baku yang mudah diperoleh 

dengan biaya yang murah mendukung usaha ini. Penelitian Pratama dan Ihsan (2017),  

berjudul Peluang Penguatan Bank Sampah Untuk Mengurangi Timbulan Sampah Perkotaan 

Studi Kasus: Bank Sampah Malang, menemukan beberapa skenario untuk meningkatkan 

peran BSM yaitu diversifikasi produk melalui komposting dan ekspansi afiliasi melalui 

sekolah. Berdasarkan skenario perhitungan diversifikasi produk melalui komposting 

setiaptahunnya akan mengurangi sampah organik sebesar 337,680 kg/tahun. Sedangkan 

berdasarkan skenario perhitungan ekspansi afiliasi melalui sekolah dapat mengurangi sampah 

sebesar 326,040 kg/tahun. Penelitian Setiadi dan Amos menunjukkan hasil analisis dimana 

melalui pendekatan partisipatif, masyarakat mampu mengidentifikasi, menganalisis dan 

memetakan sendiri masalah, potensi, ancaman, dan hambatan masalah sampah; serta 

menemukan solusi masalah sampah. Dalam mengelola sampah, masyarakat mampu 

mengorganisir diri dalam kegiatan bersama untuk memecahkan masalah sampah, sebagai 

bentuk kesadaran tinggi dalam merespon masalah sampah dan bertindak atas dasar 

kepentingan bersama. (Setiadi dan Amos, 2015). Penelitian Dayana menemukan bahwa 

kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat belum optimal; faktor penghambat 

utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan belum adanya program kerja bersama. 

Dayana. (2021). Berdasarkan penelitian Sianturi dan Indarto, hasil menunjukkan kolaborasi 

pengelolaan sampah melalui program Salin Swara di Kota Bontang belum optimal karena 

kurangnya komitmen, fasilitas pengolahan sampah yang memadai, dan belum adanya tolak 

ukur formal terkait kerjasama (Sianturi dan Indarto, 2021). Penelitian Harmana, Wargadinata, 

Nurdin menemukan bahwa hubungan kerja sama antara pemerintah Kota Tarakan dan swasta 

masih kurang; partisipasi masyarakat juga rendah meskipun sudah ada program pengelolaan 

sampah (Harmana, Wargadinata, Nurdin, 2021). Berdasarkan hasil penelitian Dinata, et. al., 

(2021), dalam jurnal Mengatasi Darurat Sampah dengan Loseda dan Kolaborasi Pemangku 

Kepentingan di Kelurahan Cipadung Kulon Bandung, implementasi pengendalian darurat 

sampah melalui Loseda berhasil dengan kerjasama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung 



 

dan jejaring kader setempat. Avitadira dan Indrawati menemukan bahwa kolaborasi antara 

pemerintah, masyarakat, dan swasta sudah terlaksana, namun pelaksanaannya belum optimal 

karena kurangnya komunikasi dan koordinasi (Avitadira dan Indrawati, 2021). Penelitian 

Ulfaida, et., al. menemukan bahwa kolaborasi di Kota Cimahi menunjukkan kurangnya 

kepercayaan antara peserta, pembagian tanggung jawab yang tidak merata, dan kurangnya 

komunikasi yang efektif (Ulfaida, et., al. 2021). Adapun Darwati dan Anggareni dalam jurnal 

Peran Komunitas dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Pola Pilah Kumpul Olah terhadap 

Reduksi Sampah Kota, menemukan bahwa keberhasilan pola pilah-kumpul-olah di 

Probolinggo didukung oleh perubahan perilaku masyarakat, fasilitasi pemerintah, dan 

pembagian hasil yang adil (Darwati dan Anggareni, 2012). Berdasarkan hasil penelitian 

Bakti, et., al., menunjukkan Pemerintah Kota Metro belum maksimal dalam implementasi 

peraturan daerah tentang pengelolaan sampah; keterlibatan masyarakat, komunitas, dan 

sektor bisnis masih minim (Bakti, et., al. 2022). Dalam jurnal Pramudita, Jannah. (2020) yang 

berjudul Analisis Pengelolaan Sampah Perkotaan dengan Pendekatan Kolaboratif di Kota 

Yogyakarta, menunjukkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat di 

Yogyakarta masih terbatas pada program edukasi. Pengelolaan sampah perlu dipertegas 

dengan aturan yang lebih jelas. Penelitian Rahayu dan Wibowo, yakni Kolaborasi dalam 

Pengelolaan Sampah pada Kawasan Perumahan di Jakarta Selatan, menunjukkan hasil 

analisis bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat di Jakarta Selatan 

berjalan efektif dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam memilah sampah. Namun, 

infrastruktur masih menjadi tantangan (Rahayu, Wibowo. 2021). 

 

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Kebaharuan penelitian ini terletak pada penggunaan konteks dan kondisi lapangan yang 

spesifik dan terkini, serta melibatkan informan yang beragam dan dalam jumlah yang 

signifikan. Kesenjangan penelitian (gap) yang menjadi fokus kajian ini sangat spesifik pada 

konteks lokal penelitian, yaitu terkait dengan KOLABORASI MULTI-STAKEHOLDER 

DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI 

SELATAN. 

 

1.5 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kolaborasi multi-

stakeholder di Kota Parepare dalam pengelolaan sampah berdasarkan teori collaborative 

Governance Ansell dan Gash dengan dimensi kondisi awal, desain kelembagaan, proses 

kolaboratif, kepemimpinan fasilitatif, dan outcome. 

II. METODE 

Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali secara mendalam fenomena kolaborasi 

multi-stakeholder dalam pengelolaan sampah di Kota Parepare. Peneliti berupaya untuk 

memahami perspektif, pengalaman, dan makna yang dibangun oleh berbagai aktor yang 

terlibat dalam kolaborasi tersebut. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

yang rinci dan sistematis mengenai bagaimana kolaborasi tersebut terjadi, faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, serta tantangan dan peluang yang dihadapi. Simangunsong (2017:190) 

dalam bukunya Metodologi Penelitian menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki 

bentuk desain penelitian yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk alami dari 

penelitian kualitatif yang memiliki sifat emergent, di mana fenomena tiba-tiba muncul sesuai 



 

dengan prinsip alami. Penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian partisipatif, di mana 

desain penelitian bersifat fleksibel dan dapat diubah menyesuaikan dengan rencana yang 

dibuat oleh fenomena yang ada di lokasi penelitian yang sebenarnya. Penelitian ini 

menggunakan teori Collaborative Governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash 

sebagai landasan teoretis. Ansell dan Gash (2007: ) menyatakan bahwa Collaborative 

Governance adalah suatu proses pengambilan keputusan kolektif yang formal dan 

berorientasi pada konsensus yang dilakukan oleh aktor publik dan non-publik. Teori ini 

relevan dengan fokus penelitian pada kolaborasi multi-stakeholder, karena memberikan 

kerangka kerja untuk menganalisis bagaimana berbagai pihak dengan kepentingan yang 

berbeda-beda dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Collaborative Governance Ansell dan Gash 

Ansell dan Gash (2007) mengidentifikasi beberapa elemen kunci dalam Collaborative 

Governance, yaitu:Kondisi Awal (Starting Conditions): Kondisi awal yang mempengaruhi 

terjadinya kolaborasi, seperti adanya ketidakseimbangan kekuasaan atau sejarah konflik antar 

aktor. Kepemimpinan yang Memfasilitasi (Facilitative Leadership): Peran pemimpin dalam 

memfasilitasi proses kolaborasi, membangun kepercayaan, dan mengelola konflik. 

Rancangan Kelembagaan (Institutional Design): Kerangka kerja formal dan informal yang 

mengatur interaksi antar aktor dalam kolaborasi. Proses Kolaborasi (Collaborative Process): 

Tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses kolaborasi, mulai dari membangun kepercayaan 

hingga mencapai kesepakatan. 

3.1.1 Kondisi Awal 

Sumber daya manusia (SDM) petugas sampah di Kota Parepare perlu ditingkatkan. 

Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan, pelatihan, dan pembekalan 

mengenai metode pengelolaan sampah yang baik dan benar sehingga lebih banyak orang 

yang berkualitas dan kompeten yang tertarik untuk bekerja di bidang ini. Permasalahan 

sampah di Kota Parepare juga belum dapat ditangani secara maksimal menggunakan armada 

yang dimiliki oleh DLH dan karena metode pengolahan yang digunakan masih sangat 

konvensional dan tidak dapat mengurangi timbulan sampah. Begitu pula dengan aksesibilitas 

ataupun ketersediaan infrastruktur yang memadai. Tempat sampah yang mudah dijangkau, 

misalnya, sangat penting untuk mendorong masyarakat membuang sampah dengan benar. 

Lokasi tempat sampah yang strategis, informasi yang jelas tentang jenis sampah yang harus 

dibuang di setiap tempat sampah, dan jadwal pengumpulan sampah yang teratur adalah 

elemen-elemen penting yang perlu diperhatikan. 

 

3.1.2 Kepemimpinan 

Kepemimpinan pemerintah Kota Parepare dalam memfasilitasi penyelesaian masalah, 

khususnya dalam penanganan sampah, menunjukkan dukungan yang baik. Pemerintah kota 

berupaya memahami kebutuhan yang diperlukan, meskipun dengan keterbatasan sumber daya 

dan hasil yang belum maksimal. Evaluasi terhadap stakeholder secara berkala dilakukan, dan 

hubungan yang baik antar stakeholder terus dibangun. Hal ini didukung oleh kemampuan dan 

profesionalitas para pemangku kebijakan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. Kompetensi teknis kepemimpinan di Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Parepare dinilai memadai. Hal ini didukung oleh sumber daya manusia yang memenuhi 

standar pendidikan formal dan pengalaman yang panjang dalam menduduki jabatan. Proses 

talent scouting dan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) juga menjadi bagian dari upaya 

peningkatan kompetensi. 

 



 

3.1.3 Desain Kelembagaan 

Desain kelembagaan pengelolaan sampah di Kota Parepare melibatkan berbagai 

tingkatan dan aktor untuk memastikan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. 

Di tingkat pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare memiliki peran sentral 

dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan pengelolaan sampah. Kota Parepare 

memiliki beberapa aturan dan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah, 

mencakup berbagai aspek dari proses pengelolaan sampah. Aturan-aturan ini dibuat untuk 

menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan efisien, serta untuk menjaga 

kebersihan dan kesehatan lingkungan. Salah satu peraturan penting adalah Peraturan Daerah 

(Perda) Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan. Perda ini 

menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan sampah di Kota Parepare. Untuk 

mengurangi penggunaan sampah sekali pakai, yang merupakan salah satu penyumbang 

terbesar timbunan sampah, Pemerintah Kota Parepare mengeluarkan Peraturan Walikota 

Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai di Pasar Lakessi 

Kota Parepare. Peraturan ini secara khusus mengatur tentang pembatasan penggunaan sampah 

sekali pakai di pasar, sebagai upaya untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan.    

 

3.1.4 Proses Kolaboratif 

Dalam kerangka collaborative governance, dialog tatap muka antara berbagai pihak 

berkontribusi signifikan pada percepatan pengelolaan sampah di Parepare. Rapat koordinasi 

yang dilakukan DLH belum berlangsung dan dapat dipertahankan. Koordinasi tersebut 

berlangsung Kantor DLH dengan seluruh pegawai. Proses diskusi pengelolaan sampah yang 

dilakukan belum sesuai dengan teori Ansell dan Gash (2007) karena jarang melibatkan 

masyarakat dan juga kurang berkoordinasi dengan swasta dan LSM. Seharusnya koordinasi 

tersebut tidak hanya berlangsung di lingkup Dinas Lingkungan Hidup saja.  Hasil dari 

pertemuan ini tentunya kurang dirasakan oleh semua pihak karena mereka tidak dilibatkan, 

dan kondisi pengelolaan sampah masih terbilang stagnan. Oleh karena itu, penulis 

menyimpulkan bahwa seharusnya ada koordinasi yang lebih baik dalam menjalin kerjasama 

antara pemerintah dan masyarakat. 

 

3.1.5 Outcome 

Program pengelolaan sampah di Kota Parepare telah menunjukkan perbaikan yang 

cukup baik dalam aspek kebersihan dan masih kurang dalam pengurangan volume sampah. 

Salah satu indikator keberhasilan yang paling mencolok adalah pencapaian penghargaan 

Adipura, yang merupakan pengakuan tertinggi dalam bidang kebersihan lingkungan. Kota 

Parepare telah berhasil meraih Piala Adipura sebanyak 15 kali, sebuah prestasi yang 

mencerminkan komitmen dan upaya pemerintah serta masyarakat dalam menjaga kebersihan 

dan keindahan kota. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan 

juga semakin meningkat, dan mereka mulai berperan aktif dalam upaya pengelolaan 

sampah.  Selain itu, dengan adanya bantuan yang didapatkan dari hasil kerjasama dengan 

swasta, pemerintah kota juga mulai mengadopsi teknologi dalam pengelolaan sampah. 

 

3.2  Diskusi Temuan Utama Penelitian 

 Pelaksanaan kolaborasi multi-stakeholder di Kota Parepare telah menunjukkan awal 

yang positif. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kolaborasi tersebut sudah mulai 

terbentuk, khususnya dalam kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan edukasi masyarakat 

terkait sampah. Sama halnya dengan penelitian Setiadi dan Amos (2015) yang menemukan 

bahwa pendekatan partisipatif mampu memberdayakan masyarakat untuk mengidentifikasi 

dan menyelesaikan masalah sampah secara bersama, penelitian ini juga menunjukkan peran 

aktif warga dalam program edukasi sampah. Temuan tersebut konsisten dengan Rahayu & 



 

Wibowo (2021) di Jakarta Selatan, yang melaporkan efektivitas kerjasama antara pemerintah 

daerah dan masyarakat ketika partisipasi aktif warga dalam memilah sampah tinggi. Berbeda 

dengan Pramudita (2020) di Yogyakarta yang menyebut kolaborasi masih terbatas pada 

program edukasi, kolaborasi di Parepare telah melampaui tahap edukasi hingga penerapan 

praktis pengumpulan dan pengangkutan sampah. Bahkan, sebagaimana ditunjukkan 

Dwiyanto (2011) dalam studi pilot project di Semarang tentang pengelolaan sampah berbasis 

masyarakat (3R), kolaborasi komunitas dapat mengurangi volume sampah secara signifikan, 

temuan ini memperkuat potensi penerapan model serupa di Parepare. Secara keseluruhan, 

hasil studi ini memperkuat literatur yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan kolaboratif 

dengan partisipasi aktif lintas sektor memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah 

perkotaan. 

Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan utama yang menghambat efektivitas 

kolaborasi tersebut. Hambatan-hambatan tersebut meliputi koordinasi antar pihak yang belum 

optimal, keterbatasan dana dan infrastruktur, serta partisipasi masyarakat yang belum 

konsisten. Temuan ini sama halnya dengan penelitian Dayana (2021) yang menemukan 

rendahnya kesadaran masyarakat sebagai kendala utama dalam kolaborasi pengelolaan 

sampah, serta sejalan dengan Avitadira & Indrawati (2021) yang menekankan pentingnya 

komunikasi dan koordinasi yang efektif antar-pemangku kepentingan dalam pelaksanaan 

program sampah. Berbeda dengan penelitian Dinata et al. (2021) tentang Loseda di Bandung 

yang menggambarkan keberhasilan kolaborasi dalam situasi darurat sampah, di Parepare 

kolaborasi masih menghadapi kendala struktural sehingga belum mencapai efektivitas penuh. 

Hambatan terkait sumber daya finansial dan infrastruktur yang terungkap dalam penelitian ini 

memperkuat temuan Bakti et al. (2022) di Metro bahwa keterlibatan masyarakat dan sektor 

swasta masih minim akibat implementasi peraturan daerah yang belum maksimal. Dengan 

kata lain, temuan ini memperkuat hasil riset sebelumnya yang menunjukkan bahwa 

kolaborasi lintas-sektor kerap terhambat oleh koordinasi yang kurang matang dan alokasi 

sumber daya yang terbatas. 

Untuk mengatasi hambatan tersebut, penelitian ini menyoroti berbagai upaya 

strategis. Di antaranya adalah penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator kolaborasi, 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia di semua pemangku kepentingan, pelibatan 

komunitas lokal dalam perencanaan kegiatan, serta pengembangan struktur kelembagaan 

kolaboratif yang jelas. Rekomendasi ini sejalan dengan Darwati & Anggareni (2012), yang 

menegaskan bahwa fasilitasi pemerintah serta perubahan perilaku masyarakat merupakan 

faktor pendukung keberhasilan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Selain itu, 

rekomendasi untuk meningkatkan literasi lingkungan dan pemberdayaan warga mendukung 

temuan Setiadi & Amos (2015) bahwa pendekatan partisipatif membangun kesadaran kolektif 

dan inisiatif bersama dalam menangani sampah. Pentingnya peran pemerintah sebagai 

fasilitator juga konsisten dengan hasil Rahayu & Wibowo (2021) yang mencatat dukungan 

pemda diperlukan untuk mendampingi komunitas dalam memilah sampah. Saran untuk 

mengoptimalkan peran sektor swasta mendukung temuan Pramudita (2020) yang 

menunjukkan perlunya aturan yang lebih tegas agar perusahaan lebih aktif terlibat dalam 

pengelolaan sampah perkotaan. Dengan demikian, temuan ini memperkuat studi-studi 

sebelumnya tentang kolaborasi sampah: fasilitas kelembagaan yang kuat, peningkatan 

kapasitas, dan keterlibatan semua pihak menjadi kunci keberhasilan. Temuan ini relevan 

dengan kerangka collaborative governance Ansell dan Gash (2007) yang menekankan 

pentingnya kerja sama kolektif antara aktor publik dan non-publik dalam menyelesaikan 

masalah kompleks seperti sampah perkotaan. 

Secara keseluruhan, diskusi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi multi-

stakeholder di Parepare telah berada pada jalur pembentukan, namun masih memerlukan 

penguatan koordinasi, sumber daya, dan konsistensi partisipasi masyarakat. Hasil analisis dan 



 

perbandingan dengan penelitian terdahulu menegaskan bahwa strategi-strategi pengelolaan 

sampah yang partisipatif dan kolaboratif memang efektif bila ditunjang fasilitasi pemerintah, 

pemberdayaan warga, dan dukungan kelembagaan yang memadai. Temuan ini memperkuat 

pemahaman bahwa untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan, kolaborasi yang 

efektif harus didukung oleh kapabilitas institusional dan kesadaran publik yang tinggi, sesuai 

dengan literatur pengelolaan sampah perkotaan yang ada. 

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yakni Kolaborasi Multi-Stakeholder dalam Pengelolaan 

Sampah di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan 

bahwa kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan telah mulai terjalin, terutama dalam 

aspek pengumpulan, pengangkutan, dan edukasi masyarakat terkait sampah. Namun, 

efektivitas kolaborasi ini masih menghadapi beberapa tantangan. Koordinasi yang lebih baik 

antar pihak diperlukan untuk memastikan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. 

Selain itu, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur menjadi kendala dalam upaya 

pengelolaan sampah yang komprehensif. Partisipasi aktif dan berkelanjutan dari masyarakat 

juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan kolaborasi. Oleh karena itu, diperlukan 

upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya 

pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Parepare memiliki peran penting 

dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif antar stakeholder dan meningkatkan kapasitas 

sumber daya manusia di berbagai tingkatan. Pengembangan struktur kelembagaan kolaboratif 

yang kuat, peningkatan literasi lingkungan, dan optimalisasi peran sektor swasta merupakan 

langkah-langkah penting untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan 

berkelanjutan di Kota Parepare. 

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal kedalaman 

eksplorasi peran masing-masing stakeholder dan generalisasi temuan ke kota-kota lain 

dengan konteks yang berbeda. 

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyarankan agar penelitian 

selanjutnya dapat memperluas fokus pada aspek ekonomi dan teknologi dalam pengelolaan 

sampah di Kota Parepare, serta melakukan studi komparatif dengan kota lain untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. 
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